BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

1umbang b
- ahwe i : :
= \c}i untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
AECre ~ > , 1 . . 5 = >
. dra 1 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
n : . . : . :
o ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
endapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
ngat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

> : : ; ; :
2. Unddng- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
,; Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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9, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ)
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
D

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Ber
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 207

(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
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Pasal [

Angaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.263.514.918.525 (Satu Triliun dua ratus enam puluh tiga
miliyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiahjterdiri atas pendepatan daerah,belanja
daerah dan pembiyaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp 1,263,514,918,525.00

b. Belanja Daerah Rp. 1,263,514,918,525.00 (-)

(Defisit) /Surplus

c. Pembiyaan Daerah

1. Penerimaan Rp
2. Pengeluaran Rp : (-)
Pembiyaan Neto Rp
Sisa lebith Pembiayaan Anggaran tahun berkenan Rp
Pasal 2

Pendapatan Daerah sabagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a sebesar Rp.1.263.514.918.525 ( Satu Triliun dua ratus enam pulu tiga
miliyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua pulu lima rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah
b. Pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebesar Rp. 120.668.513.205 ( seratus dua puluh miliyar enam ratus
enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas dua ratus lima rupiah)yang terdiri atas

a. Pajak daerah ;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dar

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 36.396.678.343( Tiga puluh enam miliyar tiga ratus sembilan puluh
enam juta enam ratus tuju puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.16.221.349.956( Enam belas miliyar dua ratus dua puluh satu

juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sebesar Rp. 3.195.286.154( Tiga miliyar
seratus sembilan puluh lima juta dua ratux delapan puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah)

\Lam lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.64.855.198.752 ( Enam puluh empat

B delapan ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tuju ratus lima puluh dua rupiah)

W
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Pasal 4
De At S PR : 7 5 S
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.138.741.050.060 (Satu triliun seratus tiga pulu delapan
miliyar tuju ratus empat puluh satu juta lima pulu ribu enam pulu rupiah)yang terdiri atas;

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;dan

b. Pendapatan transfer antar daerah
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.095.644.345.663 ( Satu triliun sembilan
pulu lima miliyar enam ratus empat pulu empat juta tiga ratus empat pulu lima ribu enam ratus enam pulu tiga rupiah)
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.43.096.704.397( Empat puluh tiga miliyar
sembilan puluh enam juta tuju ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tuju rupiah)

Pasal 5

(1) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf ¢ sebesar Rp.4.105.355.260(Empat miliyar seratus lima
Jjuta tiga ratus lima pulu lima ribu dua ratus enam pulu rupiah)yang terdiri atas:

a. Hibah;

b. Dana darurat;

c¢. Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.105.355.260( Empat miliyar seratus lima juta
tiga ratus lima pulu lima ribu dua ratus enam pulu rupiah)

Pasal 6
Belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.263.514.918.525 (Satu triliun dua ratus enam pulu tiga miliyar lima ratus empat belas juta
sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua pulu lima rupiah)terdin atas:
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c. Belanja tidak terduga;dan
d. Belanja Transfer

Pasal 7
(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a sebesar Rp.915.124.417.483( Sembilan ratus lima belas miliyar sartus dua
pulu empat juta empar ratus tuju belas ribu empat ratus delapan pulu tiga rupiah)Terdiri atas;
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja barang dan jasa,
c¢. Belanja bunga
d. Belanja subsidi;
e. Belanja Hibah;dan
. Belanja Bantuan Sosial
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(4_3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 606.553.504.781 ( Enam ratus enam miliyar lima ratus lima pulu
tiga juta lima ratus empat ribu tuju ratus delapan pulu satu rupiah)

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 300.154.808.774(Tiga ratus miliyar seratus lima pulu
empat juta delapan ratus delapan ribu tuju ratus tuju pulu empat rupiah)

(4) Belanja Hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.6.959.603.928 (Enam miliyar sembilan ratus lima pulu sembilan juta
enam ratus tiga ribu sembilan ratus dua pulu delapan rupiah)

(.5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.456.500.000( Satu miliyar empat ratus lima pulu enam
juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 8
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b sebesar Rp. 144.489.546.264( Seratus empat pulu empat miliyar empat ratus
delapan pulu sembilan juta lima ratus empat pulu enam ribu dua ratus enam pulu empat rupiah) yang terdiri atas

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Peralatan dan mesin

¢. Belanja Bangunan gedung

d. Belanja Jalan,jaringan,dan irigasi;dan

e. Belanja Aset tetap lainnya.
(3) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.120.000.000 ( Seratus dua pulu juta rupiah )
(4) Belanja Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.50.924.021.507 (Lima pulu miliyar sembilan ratus
dua pulu empat juta dua pulu satu ribu lima ratus tuju rupiah)
(5) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sebesar Rp.29.651.701.072( Dua pulu sembilan miliyar enam
ratus lima pulu satu juta tuju ratus satu ribu tuju pulu dua rupiah)
(6) Belanja jalan jaringan dan irigasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.62 635.776.185 (Enam pulu dua miliyar enam
ratus tiga pulu lima juta tuju ratus tuju pulu enam ribu seratus delapan pulu lima rupiah)
(7) Belanja Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.158.047.500 ( Satu miliyar seratus lima pulu delapan

empat pulu tuju ribu lima ratus rupiah)

Pasal 9
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf ¢ sebesar Rp.6.640.352.048 (Enam miliyar enam ratus empat pulu juta tiga

ratus lima pulu dua ribu empat pulu delapan rupiah)terdiri atas belanja tidak terdug;

Pasal 10

' "s\l Belanja transfer sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 huruf d sebesar Rp 197.260.602.730.(Seratus sembilan pulu tuju miliyar dua ratus
Y anje ans ags ¢ maks

= pulu juta enam ratus dua ribu tuju ratus tiga pulu rupiah)yang terdiri atas;
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9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
Gt ah Kabupaten Poso Tah
; aten
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer i e o o un Anggaran 2020

diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah
Ditetapkan di Poso
pada tanggal 17 Desember 2021

Kabupaten Poso.
BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 17 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

\ YAN EDWARD GULUDA
NOMOR /

m“BARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN
' RREG‘STRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO,PROVINSI SULAWESI TENGAH :
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